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ABSTRAK 
Penempatan tenaga kerja pembantu rumah tangga di Malaysia pada dasarnya merupakan 
suatu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuan dengan pemberi kerja (user) melalui proses perekrutan, pengurusan 
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan sampai ke 
negara tujuan Malaysia dan pemulanganya ke Indonesia. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya di lapangan selalu berbeda dengan apa yang telah disepakati antara 
pekerja dan majikan. Kenyataan selalu merugikan pihak pekerja Pembantu Rumah 
Tangga (PRT). Pada hal kedua bela pihak saling memliki keperluan. Tenaga pekerja 
perlu bekerja untuk memenuhi keperluan kehidupannya dan keluarganya, sedangkan 
majikan memerlukan tenaga kerja untuk mensukseskan uasaha atau pekerjaannya. 
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT maupun majikan, telah ditetapkan 
berbagai aturan perundang-undangan dan seperangkat MoU dengan Malaysia dan 
seperangkat aturan hukum tentang tenaga kerja. Dengan harapan agar pihak tenaga kerja 
dan penerima tenaga kerja dapat saling menjalankan kewajiban dan menuntut haknya, 
sesuai dengan yang telah disepakati dan diatur dalam peraturan yang berlaku antara 
Malaysia dan Indonesia. 
1. Pendahuluan 
Berdasarkan hasil studi yang dilansir oleh Gallup dan diumumkan pada tanggal 2 
November 2009, ternyata sebanyak 700 juta orang termasuk perempuan di seluruh dunia 
berangan-angan untuk pindah bermukim ke negara lain. (http://www.gallup.com/poll/ 
124028/700-Million-Worldwide-Desire-Migrate Permanently.aspx). Di antara tujuannya 
adalah untuk bekerja seperti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara jiran yaitu 
Malaysia. 
Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, pada tahun 2006 terdapat 2,7 
juta warga negara Indonesia yang bekerja secara sah di luar negeri, atau 2,8% dari 
angkatan kerja Indonesia. (Siaran Pers. Konferensi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia, 23 
Februari 2010).  Jumlah buruh migran yang perempuan sebagai pembantu rumah tangga 
semakin meningkat. Di Indonesia, 76 persen dari semua buruh migran sah di tahun 2002 
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adalah perempuan. Sebagian besar buruh migran perempuan bekerja di sektor-sektor 
yang bergaji rendah dan tidak diregulasi, seperti sektor rumah tangga. (Laporan Human 
Rights Watch, 2002). 
Penyebab arus migrasi tenaga kerja pembantu rumah tangga mengalir ke Malaysia di 
samping disebabkan oleh letak geografis dan budaya kedua Negara, dan juga adanya 
system jaringan migrasi (migration network) dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan bekerja di Indonesia. Dimana gelombang migrant pertama merupakan kunci bagi 
hubungan jaringan migrasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Kelompok Tenaga Kerja 
Indonesia yang sudah tiba di Negara jiran berfungsi sebagai sumber informasi. Mereka 
menjelaskan  tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan sebelum berangkat, 
misalnya cara mendapat paspor, karcis pesawat terbang atau kapal laut, uang perjalanan, 
serta besarnya biaya administrasi, perjalanan dan komisi. 
 
Mereka juga mengirimkan informasi tentang keadaan di Negara jiran, seperti kehidupan 
sehari-hari, pasaran pekerjaan, cara mendapat izin tinggal dan izin kerja, mencari tempat 
tinggal, cara menghindari pengusiran, dan sebagainya. Informasi yang diterima oleh 
calon migrant dari jaringan migrant tersebut tentu saja merupakan pengalaman jaringan 
migrant bersangkutan. Dan informasi seperti di atas membuat calon migrant tertarik 
untuk mengikuti jejak dari jaringan migrant tersebut. Sehingga banyak yang nekad untuk 
berangkat meskipun tidak memenuhi prosedur yang ada. Akibatnya banyak diantara 
mereka yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Indonesia illegal (Pendatang haram), hingga 
saat ini masih banyak masuk ke Malaysia melalui calo yang tidak bertanggung jawab. 
 
2. Peraturan perundang-undangan 
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, 
Pemerintah Republik Indonesia sangat memperhatikan tentang pengadaan peraturan 
perundang-undangan dan sosiologi khususnya yang menyangkut masalah 
ketenagakerjaan. Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang terdapat pada syeksen 27 
perkara 2 nya yang menyatakan bahawa “Tiap-tiap warga Negara yang berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  
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Untuk meningkatkan taraf hidup setiap warga termasuk perempuan, maka Pemerintah 
Republik Indonesia berusaha mencari serta membuka peluang pekerjaan dari belbagai 
macam sektor, baik peluang yang ada  dalam Negara Republik Indonesia maupun diluar 
Negara. Perkembangan dunia ketenaga kerjaan yang terjadi dewasa ini di Indonesia 
mengalami pasang surut, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. 
Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Belbagai 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menjamin agar nasib pekerja dalam 
melakukan pekerjaan, guna merealisasi ketentuan undang-undang di atas. Dari beberapa 
tahapan yang ada di Indonesia khususnya menyangkut masalah perlindungan 
ketenagakerjaan pembantu rumah tangga    
 
Khusus mengenai peraturan ketenagakerjaan yang dibentuk pada masa setelah 
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah Undang-undang kerja 
tertanggal 20 April 1948 Nombor 12 yang mula-mula hanya berlaku untuk Republik 
Indonesia dengan Ibu kota Negara Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, kemudian 
diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang tanggal 6 Januari 1951 
(L.N 1951 Nombor 2). Undang-Undang kerja ini, sebagaimana dikatakan dalam 
penjelasannya, dimaksudkan sebagai undang-undang pokok yang memuat aturan dasar 
tentang pekerjaan anak, pekerjaan orang muda dan pekerjaan orang wanita, waktu kerja, 
waktu istirahat, tempat kerja dan buruh. Singkatnya undang-undang kerja ini adalah 
Undang-Undang Pokok Kesehatan Kerja, bukan Undang-Undang Pokok Perburuhan. 
 
Salah satu pertemuan yang pernah dilakukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan 
antara kedua Negara adalah pertemuan antara Datuk Musa Hitam (sebagai Menteri Luar 
Negeri Malaysia) dan Soedomo (Menteri Tenaga Kerja RI) yang menghasilkan suatu 
Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 1984. Sehingga dengan 
persepahaman ini membuka peluang lebih besar bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai 
salah satu upaya menjamin eksistensi Tenaga Kerja Indonesia dinegara bersangkutan 
serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dengan hasil kerja tersebut. Kemudian 
dilanjutkan dengan pertemuan antra kedua pemerintahan iaitu Pemerintahan Indonesia 
dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latief (Menteri Tenaga Kerja RI) dan Tun Daim Bin 
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Zainuddin (Kuasa Khusus Pemerintah Malaysia) yang akhirnya berhasil menubuhkan 
suatu memorandum persetujuan mengenai penyediaan tenaga kerja antara pemerintah 
Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia yang ditandatangani di Jakart pada 15 
Desember 1993. Persetujuan ini merupakan kelanjutan dari hasil persetujuan sebelumnya 
antara Menteri-menteri tiga Negara iaitu Thailand, Malaysia dan Indonesia di Langkawi 
tanggal 20 Juli 1993. Program ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 
kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan tekhnik khususnya dalam bidang 
penyediaan tenaga kerja. 
 
Sebagai upaya tindak lanjut dari adanya Persepahaman sebelumnya antara Negara 
Indonesia dengan Malaysia, maka sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia dalam rangka 
menjalani program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, maka Pemerintah 
membentuk belbagai produk peraturan perundangan, mulai dari bentuk Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri sampai kepada Peraturan 
Daerah. Semua produk yang menyangkut ketenagakerjaan ini diharapkan dapat 
memperbaiki kondisi pengerahan tenaga kerja ke belbagai Negara, sehingga dapat pula 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, diantaranya seperti : 
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969, tanggal 19 Nopember 1969, tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. 
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER, 02/MEN/1994, tanggal 17 Februari 
1994, tentang Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan ke Luar Negeri. 
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 44/Men/1994, tanggal 17 Februari 
1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar 
Negeri. 
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 137/MEN/1994, tanggal 7 April 1995, 
tentang Pelayanan Angkutan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia ke Daerah Asal. 
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/96/MEN/1994, tanggal 22 Februari 
1994, tentang Pelayanan bagi Tenaga Kerja Menjalani Cuti. 
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6. Perjanjian Kerja Sama antara Indonesia-Malaysia, tanggal 15 Desember 1993, 
mengenai Penyediaan Tenaga Kerja. 
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan tenaga Kerja Nomor Kep. 
3673/BP/1994, tanggal 1 Agustus 1994, tentang Petunjuk Teknis Persyaratan dan 
Permohonan Mendapatkan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Perusahaan Jasa 
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) serta Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan 
(SIUP) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). 
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja Nomor B./15/BP/95, 
tanggal 28 Maret 1995, tentang Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Luar 
Negeri. 
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1999, tentang Badan 
Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 
10. Keputusan Mentri Tenaga Kerja Indonesia Nomor Kep. 92/Men/1998, tentang 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor Kep. 167/Men/1999, tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Repubik Indonesia Nomor Kep. 204/MEN/1999, 
tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar negeri. 
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep. 
107/BP/1999, tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri Melalui Ansuransi. 
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14. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep. 
126/BP/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan 
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 
15. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, Tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar negeri, dan lain lain. 
 
Sementara dalam hal sector pekerja rumah tangga di Malaysia juga terdapat suatu 
perbincangan antara Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bomer Pasaribu dengan 
Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk DR.Fong Chan ONN pada tanggal 3 Maret 
2000 di kuala Lumpur Malaysia. Perbincangan dua menteri tersebut menyangkut 
perlindungan bagi tenaga kerja dengan memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia 
(HAM) dan prinsip non diskriminasi, termasuk upaya pencegahan tenaga kerja illegal. 
Sebagai kelanjutan dari perbincangan di atas akhirnya keluarlah Nota Kesepahaman 
(Note of Agreement) tanggal 30 Januari 1996 tentang garis Panduan Penggajian Tenaga 
Kerja Pembantu Rumah Tangga  Rakyat Indonesia antar Malaysia dan Indonesia. Aturan 
ini semestinya merupakan titik terang bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri 
khususnya bagi tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia, kerana selama ini keadaan 
tenaga kerja wanita dalam perlindungannya belum begitu maksimal. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
RI) yang menyatakan bahawa perlindungan terhadap tenaga kerja migrant harus 
dilakukan secara kompherensif, sejak perekrutan, proses pengurusan identitas tenaga 
kerja, saat pemberangkatan, ditempat tujuan sampai kepulangan kembali. Dan salahsatu 
upaya untuk melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita adalah dengan 
merintis pembentukan komisi bersama dengan Negara yang bayak memperkerjakan 
Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita. (Akbar Kompas, 31 Maret 2000).  
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nombor 29 Tahun 1999 tentang Badan 
Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BKPTKI) yang langsung di ketuai oleh 
Menteri Tenaga Kerja. Keputusan dimaksud memuat belbagai hal guna melakukan 
koordinasi antar instansi terkait yang mempunyai fungsi meningkatkan jumlah Tenaga 
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Kerja Indonesia ke luar negeri dan meningkatkan kualitas pemasaran, perlindungan, 
kesejahteraan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
 
Kemudian mempertimbangkan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar 
Negara merupakan upaya alternative untuk mengatasi masalah pengangguran dan 
kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri, untuk perlindungan serta pengaturan 
prosedur pengerahan Tenaga Kerja Indonesia, maka ada beberapa produk hukum yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Republik Indonesia ke luar negeri. 
 
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri 
seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nombor 02/1994; Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja Republik Indonesia Nombor 44/1994, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 
dan Penempatan Naker No. 15/1995, telah memberikan perlindungan hukum bagi tenaga 
kerja Indonesia/ Tenaga kerja Wanita di luar negeri dan membantu menyelesaikan 
permasalahan yang timbul diantara mereka, termasuk jika tersangkut tindak pidana.  
 
3. Kenyataan 
Nampaknya sebutan sebagai aktor pelanggaran HAM bagi pemerintah tidak 
berlebihan jika didasarkan pada fakta-fakta berikut. Selama ini LBH Buruh Migran 
IWORK laporan kasus dari BMI dan anggota keluarganya sebanyak 43  kasus, hilang 
kontak adalah kasus terbanyak yang kami tangani, selain kasus penipuan pemberangkatan 
sebanyak 13 korban, dan gagal berangkat sebanyak 31 orang. Dan satu kasus kematian 
BMI perempuan korban trafficking atas nama Sri Puji Astuti yang sejak kematiannya 
pada bulan Mei 2008 hingga kini belum di ketahui keberadaan jenazahnya.  
Jumlah kasus yang di tangani oleh LBH-BM IWORK hanyalah  bagian kecil dari 
kasus-kasus yang dialami oleh BMI. Pada tahun 2008 ini, kami mencatat 552 BMI 
meninggal dunia, palig banyak BMI di Malaysia sebanyak 481 orang. Angka ini 
meningkat drastic dari tahun sebelumnya. Untuk di Malaysia dari analisis data yang kami 
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lakukan, mayoritas penyebab kematian BMI adalah buruknya kondisi dan keamanan 
lingkungan kerja. 
Persoalan Deportasi juga menjadi fenomena yang terus terjadi berkelanjutan pada tahun 
2008. Selain deportasi regular yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, pada Bulan Juni 
2008 pemerintah Malaysia melalui wakil perdana mentri Tun Abdul Razak 
mengumumkan rencana deportasi BMI secara besar-besaran di negeri Sabah, sebagai 
bagian dari proyek pembersihan Sabah dari BMI. Pihak imigrasi Malaysia mencatat, 
antara tahun 2003-2008, 1,6 juta warga negara Indonesia masuk ke negeri bagian Sabah.  
Menurut catatan resmi mereka sekitar 861.000 orang dari WNI tak berdokumen kembali 
ke tanah Air secara suka rela dan dengan cara di deportasi paksa oleh pemerintah 
Malaysia. Sekitar 799.000 masih berada disana, dan sekitar 600.000 orang diantaranya 
undocumented. Sampai akhir 2008 jumlah BMI yang di deportasi mencapai 58.650 
Orang. 23.644 orang di antaranya BMI yang bekerja di Arab Saudi dan 34.886 BMI di 
Malaysia. Persoalan Deportasi kami pandang tidak hanya persoalan perburuh migran-an 
semata. Di dalam deportasi kerentanan BMI terhadap perlakuan tidak manusiawi yang 
melanggar hak sipil politik sangat tinggi. Beberapa laporan media yang menunjukkan 
bahwa pihak aparat Malaysia memperlakukan BMI yang berstatus undocumented  secara 
tidak manusiawi hingga kini masih terus terjadi. 
Menurut laporan LaShawn R. Jefferson, Direktur Eksekutif Divisi Hak Perempuan di 
Human Rights Watch, July 22, 2004 bahwa Pekerja rumah tangga asal Indonesia 
diperlakukan seperti manusia kelas kedua. Ribuan pekerja rumah tangga Indonesia di 
Malaysia sedang dilecehkan karena kebijakan pemerintah di kedua negara itu gagal 
melindungi mereka. 90 persen lebih dari 240,000 pekerja rumah tangga di Malaysia 
adalah warga negara Indonesia. Laporan Human Rights Watch mendokumentasi 
bagaimana mereka biasa bekerja keras enambelas hingga delapanbelas jam sehari, tujuh 
hari seminggu, dan digaji kurang dari U.S.$ 0,25 per jam.  
Undang-undang Malaysia mengabaikan pekerja rumah tangga dari kebanyakan 
perlindungan kerja, dan Indonesia masih belum memiliki undang-undang apapun yang 
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secara spesifik melindungi buruh migran. Kedua pemerintah harus membenahi undang-
undang ketenagakerjaan, memonitor secara seksama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (PJTKI), dan memberikan bantuan pelayanan yang berkualitas bagi korban, 
kata Human Rights Watch. 
Laporan Human Rights Watch sepanjang 110 halaman, “Mencari Bantuan: Pelecehan 
terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia,” 
mendokumentasi pelecehan dan eksploitasi yang dihadapi pekerja rumah tangga 
perempuan di setiap tahap migrasi. 
Kebanyakan pekerja rumah tangga dilarang meninggalkan tempat kerja mereka dan 
jumlah yang tak diketahui menderita pelecehan psikologis, fisik, dan seksual dari agen 
kerja dan majikan. Sebagian pekerja rumah tangga migran terjebak dalam situasi 
trafficking (perdagangan manusia) dan kerja paksa: mereka ditipu mengenai kondisi dan 
jenis pekerjaan mereka, dikurung dalam tempat kerja, dan tidak menerima gaji apapun. 
Perusahaan jasa tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia menguasai sebagian besar aspek 
proses migrasi dan penempatan dengan hanya sedikit pemantauan dari kedua pemerintah, 
menurut Human Rights Watch. Di Indonesia, agen tenaga kerja sering menjadikan calon 
pekerja korban dari pemerasan, proses-proses rekrutmen yang diskriminatif, dan 
pengurungan selama berbulan-bulan di tempat-tempat pelatihan yang penuh sesak. Di 
Malaysia, agen tenaga kerja seakan tuli terhadap pengaduan-pengaduan perempuan 
mengenai perlakuan yang melecehkan, dan permohonan-permohonan mereka agar 
dipulangkan. 
Menurut Human Rights Watch, banyak majikan menahan gaji pekerja rumah 
tangga mereka hingga akhir kontrak standar dua tahun. Banyak pekerja rumah tangga 
yang tidak dibayar gaji penuh mereka dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk 
mendapatkan ganti rugi. “Perempuan Indonesia meninggalkan segalanya untuk mencari 
hidup di Malaysia,” Varia menambah. “Mereka sering pulang tanpa gaji sah mereka, 
sementara semua orang lain dalam proses ini mengambil untung dari mereka.” 
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Siti Hajar, Umur 34 Tahun, asal Desa`limbangan Barat Kabupaten Garut Jawa Barat, 
Bekerja dengan seorang majikan Cina dengan 2 orang anak. Dia tidak hanya bekerja 
memasak, mengasuh anak, membersih rumah, tetapi jugabeliau hampir tiap hari memijit 
majikan. Dalam melakukan pekerjaan walaupun benar atau salah melakukan pekerjaan 
karena kecapeaan, namun beliu tetap saja mendapat pukulan dari majikannya. Menurut 
pengakuan Siti hajar, selama 3 tahun bekerja dengan majikannya tersebut tidak pernah 
absen mendapatkan penganiayaan dari majikan. Siti hajar baru bisa lepas dari belenggu 
majikannya yang kasar itu setelah beliu melarikan diri dari rumah majikannya ke 
Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur (Hasil Wawancara dengan Siti hajar 14 April 2010)    
Jumilah Ratnasari, usia tigapuluh dua tahun, bercerita, “Ada hampir tujuh ratus orang [di 
pusat pelatihan]. Ada yang menjadi gila. Semuanya perempuan…. Ada yang menunggu 
di sana selama enam bulan. Kebanyakan dari mereka ingin meninggalkan perusahaan itu, 
tapi untuk melakukannya harus bayar satu juta rupiah [U.S.$122]. Banyak yang kabur 
dengan cara memanjat tembok. Kita tidak diperbolehkan keluar. Ada banyak [petugas] 
keamanan---yang keras---dan pagar-pagar yang terkunci. Kalau ada yang kabur, 
[petugas] keamanan dihukum, mereka menelfon agen-agen di Lombok untuk memastikan 
apakah yang kabur pulang ke rumah.” 
Arianti Harikusumo, usia duapuluh tujuh tahun, bercerita, “Waktu saya meminta gaji 
saya, majikan memukul saya. Saya tidak pernah mendapatkan gaji saya, majikan tidak 
memberi saya uang. Majikan tidak pernah memberikan saya satu ringgitpun. Kalau 
majikan-majikan saya keluar, mereka mengunci pintu dari luar dan membawa kuncinya. 
Majikan saya melarang saya berbicara dengan tetangga. Dia tidak membolehkan saya 
menggunakan telpon atau menulis surat. Saya meminta majikan saya agar menulis surat 
kepada keluarga saya dan dia tidak memberi izin.” 
Susanti Pramono, usia duapuluh tahun, bertutur, “Waktu ibu [majikan] pergi mengantar 
anak-anak ke rumah nenek, [majikan] yang lelaki tinggal di rumah…. Dia memperkosa 
saya berkali-kali. Sekali sehari, setiap hari untuk tiga bulan. Dia sering memukul saya 
karena saya tidak mau melakukan seks.” Dan kasus pembantu rumah tangga lainnya. 
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4. Solusi 
Berdasarkan permasalahan tenaga kerja pembantu rumah tangga di Malaysia, ada 
beberapahal solusi atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan 
Malaysia yaitu melakukan serangkaian perbaikan di antaranya: 
1. Lihat, pikirkan dan perbaiki perlindungan-perlindungan hukum dengan 
menciptakan undang-undang mengenai perlindungan buruh migran, dan dengan 
membenahi undang-undang ketenagakerjaan dan imigrasi yang sekarang ada agar 
memberikan perlindungan setara bagi buruh migran; 
2. Lakukan pengaturan, monitor dan evaluasi secara seksama kegiatan penyalur 
tenaga kerja pembantu rumah tangga dan kondisi di tempat pelatihan di 
Indonesia; 
3. Menginspeksi kondisi tempat kerja di Malaysia dan menciptakan mekanisme-
mekanisme pengaduan bagi pekerja rumah tangga migran yang menderita 
pelecehan; 
4. Tingkatkan sumberdaya untuk meningkatkan akses pekerja rumah tangga 
terhadap pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan bantuan pelayanan lainnya;  
5. Melakukan dan memperbaiki usaha-usaha untuk mencegah dan menangani 
perdagangan manusia (trafficking) untuk kerja paksa;  
6. Meningkatkan kualitas TKI melalui pelatihan keterampilan, kemampuan, bahasa 
dan persiapan mental. Hanya akan menempatkan TKI yang dinilai sudah 
memenuhi syarat kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk oleh Depnakertrans;  
7. Memberikan perlindungan terhadap hak dan harta TKI melalui program asuransi 
TKI yang dilaksanakan oleh lima Konsorsium Asuransi. Dalam hal ini, 
Konsorsium Asuransi tersebut juga diwajibkan untuk bekerjasama dengan 





Kenyata membuktikan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa warga 
Indonesia sudah banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dan akan 
terus meningkat sejalan dengan perkembangan yang ada. Memang telah ada upaya-upaya 
untuk mengatasi konflik yang terjadi seperti dengan melakukan MoU antar negara dan 
seperangkat aturan yang menyangkut tenaga kerja.  
6. Saran 
Begitu banyak konflik yang terjadi terhadap pekerja Indonesia yang bekerja sebagai 
pembantu rumah tangga di Malaysia, oleh karena itu disaran kepada pemerintahan 
Malaysia selaku pihak penerima tenaga kerja dan pemerintah Indonesia sebagai pengirim 
tenaga kerja agar selalu dan konsisten menangani setiap konflik yang terjadi. Dan juga, 
jalankanlah solusi sebagai yang telah penulis sampaikan di atas sebanyak tujuh poin. 
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